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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN 
TERDIDIK DI SULAWESI SELATAN 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari upah minimum, non labor 
income dan mutu sumber daya manusia terhadap pengangguran terdidik di Sulawesi 
Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 10 tahun dari tahun 
2003-2012. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data 
time series dari tahun 2003-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga 
variabel upah minimum, non labor income dan mutu sumber daya manusia 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik. 
Secara parsial, Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat 
Pengangguran Terdidik, Non Labor Income berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Sulawesi Selatan dan Mutu Sumber 
Daya Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran 
Terdidik di Sulawesi Selatan. Sebesar 97,6% variasi variabel independen dalam 
penelitian ini dapat menjelaskan variabel tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi 
Selatan, sedangkan sisanya 2,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model 
estimasi. 
 
Kata Kunci : Tingkat Pengangguran Terdidik, Upah Minimum, Non Labor Income         





















ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING EDUCATED UNEMPLOYMENT IN SOUTH 
SULAWESI 
  




This study aims to determine the effect of the minimum wage , non labor income and 
the quality of human resources to the unemployed educated in South Sulawesi . This 
study uses secondary data for 10 years from 2003-2012 . The method of data 
analysis used in this study is Ordinary Least Square ( OLS ) . The data used in this 
research is time series data from the years 2003-2012 . The results of this study 
indicate that the three variables of minimum wages , non labor income and the 
quality of human resources has a significant effect on the educated unemployment 
rate. Partially , the Minimum Wage positive and significant effect on Educated 
Unemployment, non labor income positive and not significant effect and Quality 
Human Resources a significant negative effect on Educated Unemployment Rate in 
South Sulawesi . Amounted to 97.6 % of the variation of independent variables in 
this study may explain the variable of educated unemployment rate in South 
Sulawesi , while the remaining 2.4 % is influenced by other factors outside the model 
estimation . 
 
Keywords : Educated Unemployment Rate , Minimum Wage , Non Labor Income 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
         Pertumbuhan pengangguran terdidik belum sebanding dengan lapangan 
kerja yang tersedia. Setiap tahun pengangguran terdidik terus meningkat 
jumlahnya, sementara lulusan pendidikan tinggi yang langsung diterima bekerja 
sangat sedikit akibatnya banyak lulusan pendidikan tinggi menganggur pasca 
lulus. Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan 
pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Hal tersebut 
merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. 
         Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan di 
negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu 
pendidikan, kesiapan  tenaga pendidik, fasilitas dan pandangan masyarakat. 
Pada masyarakat yang sedang berkembang, pendidikan dipersiapkan sebagai 
sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja 
yang ada. Dalam arti lain tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat 
pengguna jasa pendidikan (Simanjuntak, 1998). 
         Pengangguran terdidik di negara-negara berkembang adalah sebagai 
konsekuensi dari berperannya faktor-faktor penawaran (Supply Factors). Proses 
bergesernya kelompok umur penduduk yang lahir dua puluh sampai tiga puluh 
tahun sebelumnya dan mereka itu secara potensial memasuki pasar kerja, baik 
setelah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atau terhenti. Selain itu, 
proses pendidikan di negara-negara sedang berkembang telah menghasilkan 
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berbagai dilema, upaya yang dilakukan untuk memperluas fasilitas pendidikan 
guna pencapaian pemerataan hasil-hasil pendidikan ternyata tidak diiringi 
dengan peningkatan kualitas tamatannya. Efek ganda dari dilema tersebut 
adalah semakin banyaknya pencari kerja berusia muda dan berpendidikan 
(Elfindri dan Bachtiar, 2004). 
          Menurut BPS (2009), bahwa tingkat pengangguran terdidik merupakan 
rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SMA ke atas (sebagai kelompok 
terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut. Selain itu, 
pengangguran tenaga terdidik yaitu angkatan kerja yang berpendidikan 
menengah ke atas (SMTA, Akademi dan Sarjana) dan tidak bekerja (Tobing, 
2007). 
          Secara makro, pengangguran tenaga kerja terdidik merupakan suatu 
pemborosan. Apabila dikaitkan dengan opportunity cost yang dikorbankan oleh 
negara akibat dari menganggurnya angkatan kerja terdidik terutama pendidikan 
tinggi. Namun dalam pandangan mikro, menganggur mempunyai tingkat utilitas 
yang lebih tinggi daripada menerima tawaran kerja yang tidak sesuai dengan 
aspirasinya. Sedangkan jika dilihat dari segi ekonomis, pengangguran tenaga 
kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar daripada 
pengangguran tenaga kerja kurang terdidik. Hal ini dapat dilihat dari konstribusi 
yang gagal diterima perekonomian pada kelompok penganggur kurang terdidik 
(Sutomo, dkk, 1999).  
        Lapangan pekerjaan merupakan indikator keberhasilan dalam 
penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk 
mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan 
dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, 
mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang baik. Sumber daya manusia 
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seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke 
depan. Salah satu upaya dalam mewujudkan relevansi pendidikan dengan 
kebutuhan pembangunan ini dikenal dengan kebijakan link and match (Suryadi, 
1995). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan 
sumber daya manusia dengan sistem pendidikan. Semakin selaras struktur 
tenaga kerja yang disediakan oleh sistem pendidikan dengan struktur lapangan 
kerja, semakin efisien sistem pendidikan yang ada. Sehingga dalam 
pengalokasian sumber daya manusia akan diserap oleh lapangan kerja 
(Rahmawati, 2004). 
          Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran 
tenaga kerja terdidik. Dalam Sutomo,dkk (1999), mengatakan bahwa 
pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan tiga alasan penting, yaitu 
sebagai berikut: (1) Ketimpangan struktural antara persediaan dan kesempatan 
kerja. (2) Terlalu kuatnya pengaruh teori human capital terhadap cara berpikir 
masyarakat yang menyebabkan timbulnya sikap yang seolah-olah 
mengkultuskan pendidikan sekolah sebagai lembaga yang secara langsung 
mempersiapkan tenaga kerja yang mampu dan terampil bekerja. (3) Program 
pendidikan kejuruan yang terlalu diatur dengan besarnya peranan menengah 
dan pendidikan profesional jenjang pendidikan tinggi. Sementara peran lembaga 
pendidikan swasta dan dunia usaha masih terlalu kecil. 
          Masih tingginya angka pengangguran terdidik saat ini, memang semakin 
melengkapi catatan hitam pendidikan bangsa ini. Para lulusan perguruan tinggi 
yang diharapkan mampu meminimalisir angka pengangguran ternyata juga tidak 
mampu menjawab tantangan zaman di era globalisasi. Walhasil, mereka pun 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari krisis multidimensi yang terjadi saat 
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ini. Pada faktanya, pendidikan hanya dijadikan stratifikasi sosial seseorang. 
Tanpa bisa memberikan jaminan kualitas dari lulusannya itu sendiri.  
          Lulusan-lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu memperbaiki 
bangsa ini kedepannya. Tetapi malah terjebak pada angka pengangguran 
terdidik yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. semakin terdidik 
seseorang, harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan juga semakin 
tinggi. Hal tersebut membuat angkatan kerja terdidik lebih suka memilih 
menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan 
keinginannya. Pengangguran tenaga kerja terdidik tersebut menunjukkan 
perkembangan yang cukup menarik untuk diamati (Tobing, 1994).  
          Jumlah tamatan pendidikan penduduk menggambarkan tingkat 
ketersediaan tenaga terdidik atau sumber daya manusia pada daerah tersebut. 
Semakin tinggi tamatan pendidikan maka semakin tinggi pula keinginan untuk 
bekerja. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin 
tinggi pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dimana TPAK merupakan 
perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja.  
          Dilihat dari dampak ekonomis yang ditimbulkan, pengangguran tenaga 
kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar dari pada 
pengangguran tenaga kerja kurang terdidik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi 
yang gagal diterima oleh perekonomian dari tenaga kerja terdidik yang 
menganggur lebih besar daripada kontribusi yang gagal diterima perekonomian 
pada kelompok pengangguran kurang terdidik (Mulyono, 1997).  
         Pengangguran terdidik salah satu masalah besar bangsa Indonesia. 
Pengangguran terdidik dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan angka 
yang cukup mengkhawatirkan. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 
(Sakernas) 2012 diperoleh data-data bahwa 13,6% lulusan perguruan tinggi 
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(akademi dan universitas) adalah Penganggur. Menurut data Sakernas 2012 
saja, dari 7,159 juta para pencari kerja yang berasal dari lulusan perguruan 
tinggi, terdapat 963.800 orang berstatus pengangguran secara terbuka. Tahun 
2013 jumlah tersebut diperkirakan berada pada kisaran 1 juta orang lebih 
penganggur yang bergelar Sarjana atau penyandang Diploma. 
        Fenomena unik terjadi untuk pengangguran lulusan SMA ke bawah yang 
terus menurun proporsinya hingga. Bisa diartikan bahwa lulusan pendidikan 
dasar dan menengah begitu baik terserap di dunia kerja daripada lulusan 
Diploma (1, 2, 3) dan sarjana. Menjadi masalah bagaimana pengangguran yang 
ada ini bukan Cuma pengangguran yang memang tidak lanjut bersekolah karena 
ketiadaan biaya tapi yang memperihatinkan adalah mereka yang tidak bekerja 
tetapi latar belakang pendidikan mereka tinggi atau lulusan akademi dan 
universitas.  
Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran menurut Pendidikan yang                  
   Ditamatkan di Sulawesi Selatan tahun 2008-2012 
 
 
      Sumber: BPS, Data Diolah 
        Pada Tabel 1.1 di atas memperlihatkan data tingkat pengangguran 
SD,SLTP dan SLTA ke atas termasuk tamatan diploma maupun sarjana. Dilihat 
dari tahun ke tahun tingkat pengangguran SD dan SLTP menunjukkan 




bawah (%) SLTP (%) 
SLTA ke 
atas (%) 
2008 4.5 8.1 8.4 
2009 4.65 8.25 8.8 
2010 4.63 8.03 9.1 
2011 4.23 7.81 9.26 
2012 3.55 6.87 8.34 
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tahun 2008-2011 meskipun tahun 2012 mengalami penurunan. Bisa diartikan 
penduduk yang lulusan SLTA, diploma maupun sarjana yang tergolong 
pengangguran terdidik lebih banyak menganggur dibandingkan lulusan SD dan 
SLTP. 
       Hal ini menjadi masalah pemerintah daerah sesuai dengan otonomi  yang 
berlaku karena pengangguran terdidik tersebut mencerminkan kegagalan 
pemerintah dalam hal melakukan perluasan kesempatan kerja dan kegagalan 
dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi yang tidak hanya 
mengandalkan kemampuan akademik saja melainkan kemampuan untuk dapat 
bersaing didunia kerja. 
        Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik 
telah menjadikan masalah yang makin serius. Kemungkinan ini disebabkan 
bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka makin tinggi pula 
aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih 
sesuai. Proses untuk mencari kerja yang lebih lama pada kelompok pencari kerja 
terdidik disebabkan mereka lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di 
pasar kerja, dan mereka lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang 
diminati dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai (Mulyono, 1997). 
        Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang telah dijelaskan diatas maka 
menarik untuk mengamati masalah pengangguran terdidik dan mengkaji lebih 
dalam lagi kondisi pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. Judul penelitian 
yang akan diangkat adalah: “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 





1.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu: 
1. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran 
terdidik di Sulawesi Selatan. 
2. Apakah non labor income berpengaruh terhadap tingkat pengangguran 
terdidik di Sulawesi Selatan. 
3. Apakah mutu sumber daya manusia  berpengaruh terhadap tingkat 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui pengaruh non labor income terhadap tingkat 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. 
3. Untuk mengetahui pengaruh mutu sumber daya manusia  terhadap 
tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut di atas yang 
mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik terutama di Sulawesi 
Selatan. 
 Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat 





2.1   Tinjauan Teoritis 
2.1.1 Teori Tenaga Kerja 
       Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Bab 
I Ketentuan Umum Pasal 1, tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
         Sedangkan menurut Depnakertrans tahun 2006, tenaga kerja merupakan 
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 
Depnakertrans juga mendefenisikan tenaga kerja sebagai setiap laki-laki atau 
wanita yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang dalam dan atau akan 
melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
         Tenaga kerja mencakup penduduk yang berusia 14-60 tahun yang sudah 
atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan 
kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1998). 
          Menurut Kusnadi (1998), tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga 
macam apabila dilihat dari tingkat keahliannya, yaitu tenaga kerja tidak ahli, 
yang merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian dan hanya 
mengandalkan kekuatan fisik saja, tenaga kerja semi yang merupakan tenaga 
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kerja yang tidak hanya mengandalkan keahlian, dan tenaga kerja ahli yang 
mengandalkan keahlian dan kemampuannya. 
       Tenaga kerja itu sendiri terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan 
kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan 
menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja dibedakan menjadi golongan 
yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan yang 
menerima pendapatan. 
 
2.1.2  Angkatan kerja dan Pasar Kerja  
         Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang 
mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka 
yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa atau 
mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan 
atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 
jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari 
kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan 
sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003). 
          Menurut BPS (2008), bahwa angkatan kerja adalah penduduk yang 
kegiatannya dalam periode referensi (seminggu) adalah bekerja dan mencari 
pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang 
kegiatannya dalam periode referensi (seminggu) adalah sekolah, mengurus 
rumah tangga maksudnya ibu-ibu yang bukan merupakan wanita karier atau 
bekerja dan lainnya. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja 
dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk juga mereka yang 
pernah bekerja atau sekarang sedang dibebastugaskan sehingga menganggur 
dan sedang mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan adalah mereka yang 
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bekerja, tetapi karena sesuatu hal masih mencari pekerjaan atau mereka yang 
di bebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk 
mendapatkan pekerjaan atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang 
berusaha mendapatkan pekerjaan. 
         Seberapa besar jumlah orang yang bersedia menawarkan jasanya guna 
membantu terselesaikannya suatu proses produksi, tergantung kepada 
besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja di dalam masyarakat. Jumlah 
orang yang bersedia untuk menjadi tenaga kerja terdiri dari golongan yang telah 
bekerja dan golongan yang siap untuk bekerja dan golongan yang sedang 
berusaha untuk mencari pekerjaan. Untuk itu keadaan ini dinamakan angkatan 
kerja atau labour force (Simanjuntak, 1985), sedangkan untuk konsep angkatan 
kerja secara menyeluruh dinamakan Total Labour Force. Konsep Total Labour 
Force ini digunakan untuk merumuskan jumlah keseluruhan angkatan kerja dari 
semua individu yang tidak dilembagakan dan yang berusia 16 tahun ataupun 
yang lebih tua dalam satu minggu, termasuk di dalamnya adalah angkatan 
militer, baik yang tenaganya digunakan maupun yang tenaganya tidak 
digunakan. 
          Sedangkan proses dimana terjadinya penempatan atau hubungan kerja 
melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja disebut pasar kerja 
(Simanjuntak, 1985). Seseorang yang telah masuk dalam pasar kerja adalah 
mereka yang bersedia untuk menawarkan jasanya kelancaran proses produksi. 
Pasar tenaga kerja ini dapat digolongkan menjadi pasar tenaga kerja terdidik 
dan pasar tenaga kerja tidak terdidik. Kedua bentuk pasar tenaga kerja ini 
memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Pertama, tenaga kerja terdidik 
umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak 
terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan 
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penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. 
Kedua, dari segi waktu, supply tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses 
pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas supply tenaga kerja 
terdidik biasanya lebih kecil daripada elastisitas supply tenaga kerja tidak 
terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan 
lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga 
kerja tidak terdidik. 
         Terdapat tiga golongan dalam angkatan kerja yaitu (1) golongan 
menganggur atau golongan yang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha 
untuk mencari pekerjaan. (2) Golongan setengah menganggur, atau mereka 
yang tenaganya kurang dimanfaatkan dalam bekerja jika dilihat dari segi jam 
kerja, produktivitas kerjanya, dan juga pendapatan yang diterima. Golongan 
setengah menganggur ini dikelompokkan menjadi dua golongan kecil, yaitu 
setengah menganggur kentara, yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu 
dan setengah menganggur tidak kentara atau terselubung, yang mempunyai 
produktivitas dan pendapatan yang rendah. (3) Bukan angkatan kerja yang dibagi 
lagi menjadi golongan yang masih berstatus sekolah, yaitu mereka yang 
mempunyai kegiatan utama sekolah saja, golongan yang mengurus rumah 
tangga, yaitu mereka yang mempunyai kegiatan sehari-hari hanya mengurus 
rumah tangga tanpa memperoleh imbalan berupa upah, dan golongan lain-lain, 
yaitu golongan penerima pendapatan, adalah mereka yang tidak melakukan 
suatu kegiatan ekonomi tetapi tetap memperoleh penghasilan seperti tunjangan 
pensiun, bunga atas simpanan atau sewa atas milik, dan golongan yang 
hidupnya tergantung dari orang lain, contohnya lanjut usia, cacat, sedang dalam 
penjara atau sakit kronis.  
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          Golongan ini dapat dikatakan sebagai Potential Labour Force, karena 
pada saat yang tidak dapat ditentukan golongan ini akan dapat digunakan 
tenaganya untuk bekerja. Potential Labour Force terdiri dari discouraged 
workers, yaitu golongan angkatan kerja yang menarik diri dari pasar kerja untuk 
sementara waktu yang disebabkan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang 
diharapkan, angkatan kerja sekunder, adalah golongan yang bekerja bila situasi 
pasar kerja lebih menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan walaupun hanya 
sementara saja, dan akan kembali kepada kehidupan semula jika kondisi pasar 
kerja sudah tidak menjanjikan, dan angkatan kerja primer adalah golongan 
yang terus berada dalam pasar kerja. 
         Menurut Simanjuntak (1985), pendekatan angkatan kerja dan pendekatan 
penggunaan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kedua 
pendekatan ini akan saling melengkapi. Pendekatan penggunaan tenaga kerja 
dapat memberikan gambaran yang lebih luas jika dibandingkan dengan 
pendekatan angkatan kerja yang hanya membedakan antara bekerja dan 
menganggur saja, padahal masih ada golongan penganggur baik yang kentara 
maupun yang tidak kentara. Hal itu sepertinya masih tidak terfikirkan oleh 
pendekatan penggunaan angkatan kerja, masalah inilah yang dicoba untuk 
dipecahkan oleh pendekatan penggunaan angkatan kerja. Titik yang menjadi 
konsentrasi pendekatan penggunaan angkatan kerja adalah mereka yang 
setengah menganggur, karena angka dalam pengangguran ini yang dapat 
menjadikannya terciptanya pengangguran terbuka. 
           Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari 
jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003). 
Menurut BPS (2008), bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang 
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menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif 
mencari pekerjaan. 
          Ada beberapa perbedaan antara pasar tenaga kerja terdidik dan pasar 
kerja tenaga tidak terdidik yaitu produktivitas kerja tenaga kerja terdidik lebih 
tinggi daripada tenaga kerja tidak terdidik, penyediaan tenaga kerja terdidik 
harus melalui sistem sekolah yang memerlukan waktu yang lebih lama 
sehingga elastisitas penyediaan tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil dari 
penyediaan tenaga kerja tidak terdidik, tingkat partisipasi tenaga kerja tenaga 
terididk lebih tinggi daripada tingkat partisipasi tenaga kerja tidak terdidik, 
tenaga kerja terdidik umumnya datang dari keluarga yang lebih berada, 
lamanya pengangguran lebih panjang di kalangan tenaga kerja terdidik 
daripada di kalangan tenaga kerja tidak terdidik, dan dalam proses pengisian 
lowongan, yaitu pengusaha memerlukan lebih banyak waktu seleksi untuk 
tenaga kerja terdidik daripada untuk tenaga kerja tidak terdidik. 
 
2.1.3 Teori Upah dan Sistem Pengupahan 
         Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, 
yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan 
tunjangan tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, 
uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak 
termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, 
tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin (BPS, 2008). 
  Dalam kenyataaannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat 
persaingan sempurna. Dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, kita perlu 
mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah 
nominal dibagi oleh biaya hidup. Tingkat upah umum ini yang kemudian 
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diadopsi menjadi tingkat upah minimum yang biasanya ditentukan oleh 
pemegang kebijakan pemerintah (Samuelson & Nordhaus, 1999).  
  Standar upah buruh harus ada batasan minimumnya. Negara 
berkembang tidak boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin 
(Gie, 1998). Perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui 
penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak (Sastrohadiwiryo, 
2003). Yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah paling rendah yang 
diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada para pekerjanya (Case & Fair, 
2002).   
        Upah tenaga kerja dibedakan atas dua jenis, yaitu upah uang dan upah rill. 
Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari para pengusaha 
sebagai pembayaran atas tenaga fisik/mental pekeja yang digunakan dalam 
proses produksi. Upah rill adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut 
kemampuan upah tersebut membeli barang/jasa yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan pekerja.  
       Untuk itu upah yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah rill yang 
diterima oleh tenaga kerja perbulan. Dalam pencapaian kesejahteraan tenaga 
kerja, upah memegang peranan yang sangat penting. Pada prinsipnya sistim 
pengupahan adalah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan 
keluarganya dan mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja 
seseorang (Sukirno, 1994). 
        Hubungan antara inflasi dan pengangguran mulai menarik perhatian para 
ekonom pada akhir tahun 1950-an, A.W Philips di dalam tulisannya dengan 
judul The Relation Between Unempoyment and The Rate of Change of money 
Wage rate in the United Kingdom, yang dimuat pada jurnal Economica edisi 
bulan November 1958 halaman 283-300 isinya antara lain memperkenalkan 
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hubungan yang sistematik, maksudnya di sini bahwa terdapat trade off antara 
inflasi dan pengangguran yang terjadi di Inggris. Studi yang dilakukan A.W 
Philips mengenai hubungan antara kenaikan tingkat upah dan tingkat 
pengangguran pada para pekerja di Inggris pada tahun 1957–1986.  
           Garis lengkung menunjukkan hubungan negatif antara persentase 
perubahan tingkat upah dan pengangguran yang lebih dikenal dengan sebutan 
Kurva Philips (Philips Curve), antara tingkat inflasi dan tingkat upah pekerja 
yang dibuktikan dengan kenaikan tingkat upah yang tinggi mengakibatkan 
menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang 
tinggi disertai dengan menurunnya tingkat upah (pada saat upah rendah) 
(Sukirno, 1999). 
                 Hasil temuan A.W Philips selanjutnya dikembangkan di Amerika Serikat 
oleh Paul Samuelson dan Robert Solow dengan melakukan sedikit modifikasi. 
Hasil studi Paul Samuelson dan Robert Solow membuktikan adanya hubungan 
negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran 
(tingkat pengangguran). Kurva Philips membuktikan bahwa antara stabilitas 
harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara 
bersamaan karena harus ada trade off.  
                 Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai 
konsekwensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Sistem 
pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. 
Sistim pengupahan di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada tiga fungsi 
upah yaitu: (1) Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. 
(2) Mencerminkan imbalan atas hasil kerja sekarang. (3) Menyediakan insentif 
untuk mendorong meningkatkan produktifitas kerja (Simanjuntak, 1998). 
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                  Menurut Simanjuntak (2001), sistem penggajian di Indonesia berbeda-
beda bagi pekerja, karena pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang 
didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Pangkat seseorang umumnya 
didasarkan pada tamatan pendidikan dan pengalaman kerja. Sistim 
pengupahan di Indonesia mempunyai beberapa masalah yaitu: Masalah 
pertama bahwa pengusaha dan karyawan pada umumnya mempunyai 
pengertian yang berbeda mengenai upah. Bagai pengusaha, upah dipandang 
sebagai beban, karena semakin besar upah yang dibayarkan pada karyawan, 
semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha. Dipihak lain, karyawan dan 
keluarga biasanya menganggap upah sebagai apa yang diterimanya dalam 
bentuk uang. Masalah kedua di bidang pengupahan berhubungan dengan 
keragaman sistim pengupahan dan besarnya ketidakseragaman antara 
perusahaan-perusahaan.  
                 Sehingga kesulitan sering ditemukan dalam perumusan kebijaksanaan 
nasional, misalnya dalam hal menentukan pajak pendapatan, upah minimum, 
upah lembur dan lain-lain. Masalah ketiga yang dihadapi dalam bidang 
pengupahan dewasa ini adalah rendahnya tingkat upah atau pendapatan 
masyarakat. Banyak karyawan yang berpenghasilan rendah bahkan lebih 
rendah dari kebutuhan fisik minimumnya yang menyebabkan rendahnya 
terhadap tingkat upah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua 
golongan yaitu pertama rendahnya tingkat kemampuan manajemen pengusaha 
di mana tingkat kemampuan manajemen yang rendah menimbulkan banyak 
keborosan dana, sumber-sumber dan waktu yang terbuang percuma. Akibatnya 
karyawan tidak dapat bekerja dengan efisien dan biaya produksi per unit 
menjadi besar (Simanjuntak, 1998).  
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                 Dengan demikian pengusaha tidak mampu membayar upah yang tinggi. 
Penyebab kedua rendahnya produktivitas kerja karyawan sehingga pengusaha 
memberikan imbalan dalam bentuk upah yang rendah juga. Akan tetapi 
rendahnya produktivitas kerja ini justru dalam banyak hal diakibatkan oleh 
tingkat penghasilan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat 
pendidikan, keterampilan dan keahlian yang kurang, serta nilai gizi yang juga 
rendah.  
                 Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pemerintah telah 
mengembangkan penerapan upah minimum. Sasarannya adalah supaya upah 
minimum itu paling sedikit cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum pekerja 
dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan penentuan upah minimum 
adalah: (a) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. (b) Menjamin 
penghasilan karyawan sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu. 
(c) Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi 
yang lebih efisien (Simanjuntak, 1998). 
 
2.1.4 Konsep Non Labor Income 
        Menurut Sunoharyo (1982), dilihat dari pemanfaatan tenaga kerja, 
pendapatan yang berasal dari balas jasa berupa upah atau gaji disebut 
pendapatan tenaga kerja (Labor Income), sedangkan pendapatan dari selain 
tenaga kerja disebut dengan pendapatan bukan tenaga kerja (Non Labor 
Income). Non labor income merupakan pendapatan yang tidak diperoleh dari 
bekerja.  
       Non labor income  memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 
pengangguran. Menurut Mcconnell (1995), pada tingkat pendapatan yang di 
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peroleh dengan tidak bekerja (non labor income) yang relatif tinggi penganggur 
akan merasa bahwa kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa sudah 
tercukupi, sehingga mereka memilih untuk tidak kerja dan memiliki waktu luang 
(leisure time) yang banyak menikmati pendapatannya yang diperoleh dari tidak 
bekerja walaupun mereka dari latar belakang pendidikan yang tinggi. 
         Non labor income berpengaruh positif terhadap leisure time, non labor 
income meningkat maka seseorang memilih menganggur (leisure time) 
daripada bekerja dengan upah yang rendah dibanding non labor income yang 
mereka dapat. Semakin kaya rumah tangga atau orangtua maka semakin besar 
non labor income yang diperoleh maka akan semakin memilih milih pekerjaan 
yang ada oleh sebabnya pengangguran meningkat. Analisis kurva indiferen 
digunakan untuk menentukan bagaimana keputusan penawaran tenaga kerja 
(apakah akan bekerja dan berapa banyak untuk bekerja) dipengaruhi oleh 
tingkat upah, jumlah non labor income yang tersedia bagi individu, dan 
preferensi individu untuk bekerja dibandingkan luang atau waktu dihabiskan 
tidak bekerja dengan menganggur (Mcconnell, 1995). 
 
2.1.5 Teori Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 
                 Menurut Effendi (1995), definisi peningkatan sumber daya manusia 
adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut 
pengembangan aktifitas dalam bidang pendidikan dan latihan, peningkatan 
kemampuan penelitian pengembangan teknologi. Diantara unsur-unsur 
pengembangan sumber daya manusia di atas dapat dikatakan bahwa 
pendidikan dan latihan merupakan unsur terpenting dalam peningkatan 
19 
 
kualitas. Pengembangan sumber daya manusia, dalam jangka pendek dapat 
diartikan sebagai pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi 
kebutuhan segera tenaga-tenaga terampil yang bertujuan untuk mempermudah 
mereka terlibat dalam sistim sosial ekonomi di negara yang bersangkutan.  
                  Pengertian ini meletakkan manusia sebagai pelaku dan penerima 
pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia yaitu proses 
peningkatan kemampuan untuk melakukan pilihan. Pengertian ini memusatkan 
perhatian pada pemerataan dalam meningkatkan kemampuan melalui 
penciptaan kerangka keterlibatan manusia untuk mendapatkan pengahasilan 
dan perluasan peluang kerja. 
        Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekedar meningkatkan 
kemampuan saja, tetapi juga menyangkut pemanfaatan manusia. Dengan 
demikian dalam pengembangan sumber daya manusia termasuk di dalamnya 
adalah meningkatkan partisipasi manusia melalui perluasan kesempatan untuk 
mendapatkan peluang kerja dan berusaha (Effendi, 1995).  
        Pembinaan sumber daya manusia adalah usaha memperbesar 
kemampuan produksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan atau 
kegiatan lain yang dapat mempermudah orang atau masyarakat tersebut 
ditempatkan dalam pekerjaan. Menurutnya, usaha pembinaan sumber daya 
manusia pada waktu ini telah disetujui sebagai salah satu usah penciptaan 






2.1.6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Jumlah 
Tamatan Pendidikan 
         Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan 
kecerdasan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan, melalui pendidikan 
yang baik. Kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dapat lebih 
ditingkatkan, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu 
merubah sikap pengetahuan dan prilaku peserta pendidikan sesuai yang 
diharapkan.  
          Pendidikan tersebut termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang 
sumber daya manusia, yang mana investasi tersebut dinamakan dengan 
Human Capital (teori modal manusia). Invetasi pendidikan merupakan kegiatan 
yang dapat dinilai stock manusia, dimana nilai stock manusia setelah mengikuti 
pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat 
meningkatkan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan penghasilan individu, 
peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional (social benefit) 
individu dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan (Idris, 2007). 
           Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 
pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah 
cara-cara melaksanakan kerja yang baik dan juga dapat mengambil keputusan 
dalam pekerjaan atau dengan kata lain pendidikan memberikan pengetahuan 
bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga 
merupakan landasan untuk pengembangan diri serta kemampuan 
memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas.  
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       Semakin tinggi tamatan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula 
kemampuan dan kesempatan untuk bekerja dengan tamatan pendidikan yang 
tinggi yang mempunyai mutu atau kualitas yang tinggi kesempatan bekerja 
semakin besar dengan begitu meminimalisir pengangguran yang ada. Peranan 
pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan sudah diakui oleh semua 
negara. Pendidikan formal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan bagi pekerja untuk kepentingan pembangunan, 
tetapi pendidikan formal juga bisa memberikan nilai-nilai, cita-cita, sikap dan 
aspirasi langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan 
pembangunan.  
        Dalam konsep ketenagakerjaan fungsi pendidikan memiliki dua dimensi 
penting yaitu dimensi kuantitatif yang meliputi kemampuan intuisi pendidikan 
sebagai pemasok tenaga kerja terdidik atau untuk mengisi lowongan kerja yang 
tersedia, dan dimensi kualitatik yaitu penghasil tenaga kerja terdidik yang 
selanjutnya dapat dibentuk menjadi tenaga kerja penggerak pembangunan 
(Todaro, 1978). 
         Fungsi pertama sistem pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja terdidik 
memiliki arti penting dalam menjawab lapangan kerja yang membutuhkan 
tenaga kerja terampil dan terlatih dalam berbagai jenis pekerjaan. Penyediaan 
tenaga kerja terdidik meliputi jumlah dan kualitas yang sesuai dengan 
kebutuhan lapangan kerja, baik untuk usaha industri, perusahaan, maupun 
perkantoran. Fungsi kedua adalah dalam menghasilkan lulusan yang dapat 
berfungsi sebagai tenaga penggerak pembangunan.  
           Sesuai dengan fungsi ini, sistem pendidikan dan pelatihan harus 
membuka cakrawala yang lebih luas bagi tenaga kerja yang dihasilkannya, 
khususnya di dalam menciptakan lapangan kerja dari sudut yang lebih luas 
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tidak hanya terbatas pada lapangan kerja formal, tetapi juga pada lapangan 
kerja potensial yang dapat digali melalui kesempatan berusaha secara mandiri. 
Dengan konsep ini, setiap tambahan lulusan sekolah tidak seharusnya 
menuntut disediakannya lapangan kerja, melainkan sebaliknya harus mampu 
menjadi tambahan kekuatan untuk menciptakan kesempatan kerja baru 
(Ananta, 1989). 
 
2.1.7  Teori Pengangguran dan Pengangguran Terdidik 
         Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari 
jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003).  
Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja 
kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha 
mencari pekerjaan (Simanjuntak, 1985). Pengangguran merupakan suatu 
ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka 
sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk 
mencapai pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). 
         Badan Pusat Statistik mendefinisikan penganggur sebagai mereka yang 
tidak bekerja atau mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum bekerja yang 
sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Termasuk didalam kategori ini 
adalah mereka yang sudah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau 
diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.  
         Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu, sebulan 
pencarian, jadi mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan dan 
permohonannya telah dikirim lebih satu minggu yang lalu tetap dianggap 
sebagai pencari kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu 
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daerah/wilayah bias didapat dari presentasi membagi jumlah pengangguran 
dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen (BPS, 1990). 
          Menurut konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik dalam 
SAKERNAS (1998), angkatan kerja yang merupakan penduduk usia kerja (10 
tahun atau lebih) punya pekerjaan sementara, tidak bekerja dan mencari 
pekerjaan. Sedangkan yang diartikan bekerja disini adalah mereka yang 
melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu 
memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja sedikit satu 
jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu.       
        Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan kepada tiga 
jenis yaitu: (Kaufman dan Hotchkiss dalam Sadono Sukirno, 1999). (1) 
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan 
temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. 
Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama 
prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau 
kurangnya informasi. Pengangguran friksional dapat pula terjadi karena 
kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat 
bukan di sekitar tempat tinggal si pencari kerja. (2) pengangguran stuktural 
terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. 
Perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak 
pencari kerja tidak mampu menyesuikan diri dengan keterampilan baru 
tersebut. (3) Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari ketidakcukupan 
pada permintaan agregat untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para 
pencari kerja. Pengangguran siklikal ini diukur karena tidak adanya kecukupan 
pada lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran ini sangat terkait dengan 
perubahan pada siklus kegiatan ekonomi. (4) Pengangguran tersembunyi dapat 
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terjadi apabila penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak 
menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi. (5) 
Pengangguran musiman seringkali muncul pada waktu-waktu tertentu pada 
satu tahun, biasanya terjadi berkaitan dengan perubahan musim pada suatu 
wilayah. (6) Pengangguran Setengah Menganggur, Pengangguran ini terjadi 
sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk sehingga tenaga 
kerja yang ada akan berupaya untuk mencari pekerjaan meskipun dengan 
waktu yang lebih sedikit. 
             Pengangguran tenaga kerja terdidik di negara sedang berkembang 
umumnya mengelompokkan pada golongan usia muda dan yang 
berpendidikan. Ada kecenderungan pengangguran lebih terpusat di kota 
daripada di desa. Kelompok pengangguran ini kebanyakan adalah tenaga kerja 
yang baru menyelesaikan pendidikan dan sedang menunggu untuk 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Selama 
menunggu pekerjaan yang diinginkan, biaya mereka ditanggung oleh keluarga 
yang relatif mampu. Ini mengisyaratkan bahwa masalah pengangguran di 
negara sedang berkembang kurang berkaitan dengan kemiskinan (Effendi, 
1995). 
       Tingkat pengangguran terdidik (Educated Unemployment rate) merupakan 
rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA ke atas (sebagai kelompok 
terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut (BPS, 
2008). Pengangguran tenaga kerja terdidik akan lebih terlihat terutama dari 
kelompok usia muda yang baru lulus dari tingkat pendidikannya serta mencari 
kerja untuk pertama kalinya. Kecenderungan meningkatnya angka 
pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan bahwa semakin tinggi 
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pendidikan akan semakin tinggi pula aspirasinya untuk mendapatkan 
kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai (Mulyono, 1997).  
                Meningkatnya pengangguran tenaga kerja terdidik yaitu: (a) 
Ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja 
dengan kesempatan kerja yang tersedia. (b) Semakin terdidik seseorang, maka 
semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman, dengan demikian 
angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur dari pada mendapat 
pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. (c) Terbatasnya daya 
serap tenaga kerja sektor formal yang kurang beresiko. (d) Belum efisiensinya 
fungsi pasar tenaga kerja   (Tobing, 1994). 
 
2.1.8 Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 
         Permintaan suatu perusahaan atau industri terhadap tenaga kerja 
berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Permintaan 
konsumen terhadap barang dan jasa disebabkan karena adanya nilai guna. 
Permintaan perusahaan atau industri terhadap tenaga kerja gunanya untuk 
membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat, 
dengan demikian pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan 
jasa yang diproduksinya. Upah sebagaimana lazimnya diartikan sebagai harga 
dari tenaga kerja, dilihat dari pihak perusahaan upah merupakan biaya yang 
dikeluarkan untuk gaji buruh atau karyawan. Dilihat dari pengertian ini maka 
peranan upah sangat besar sekali dalam menentukan jumlah permintaaan 
maupun penawaran tenaga kerja (Ananta 1989). 
        Penawaran adalah sejumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh 
produsen selama periode waktu tertentu dan harga tertentu yang besarannya 
dipengaruhi oleh komoditi itu dan biaya produksi yang dikeluarkan. Penawaran 
26 
 
terhadap tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah 
satuan tenaga kerja yang bersedia ditawarkan oleh supplier. Besarnya 
penyediaan tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang 
menawarkan jasanya untuk proses produksi. Diantara mereka yang sudah aktif 
dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa. Mereka dinamakan 
golongan yang bekerja. Sebagian lain tergolong yang siap bekerja atau sedang 
berusaha mencari pekerjaan. Mereka dinamakan pencari kerja atau 
penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja 
(Ananta, 1989). 
 
2.2  Studi Empiris 
            Merizal (2008) Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum 
Kabupaten dan Kesempatan Kerja terhadap Pengangguran Terdidik di 
Kabupaten Semarang, Hasil penelitian ini telah menggunakan hipotesis bahwa 
apabila jumlah tamatan SMU naik maka akan menurunkan Jumlah 
pengangguran terdidik. Apabila tingkat UMK/Upah Minimum Kabupaten naik 
maka akan menurunkan Jumlah pengangguran terdidik. Apabila jumlah 
kesempatan kerja naik maka akan menurunkan Jumlah pengangguran terdidik. 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah bahwa kenaikan 
tenaga terdidik akan tidak mempengaruhi kenaikan angka pengangguran 
terdidik Tingkat perubahan UMK tidak mempengaruhi perubahan angka 
pengangguran terdidik meski tidak konsisten dengan teori oleh karena itu angka 
pengangguran terdidik di Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh besar kecilnya 
UMK. Kesempatan kerja tidak mengalami peranan penting dalam 
mempengaruhi peningkatan atau penurunan angka pengangguran terdidik. 
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           Sari (2008) Analisis Pengaruh Tingkat pendidikan, Pertumbuhan 
Ekonomi dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat, hasil 
penelitian menunjukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan yang 
positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. sedangkan 
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
pengangguran terdidik di Sumatera Barat, serta upah berpengaruh signifikan 
yang negatif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. 
       Suroso (2012) Analisis Pengaruh Pendidikan, Keterampilan dan Upah 
terhadap Lama Mencari Kerja Pada Tenaga Kerja Terdidik di Kabupaten 
Demak, Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel 
bebas (Tingkat Pendidikan, Tingkat Keterampilan, Tingkat Upah) secara 
bersamasama memiliki pengaruh terhadap tingkat pengagguran terdidik yang 
terjadi di Kota Semarang. Nilai R2 sebesar 0,4382 yang berarti sebesar 44,2 
persen merupakan penjelas terhadap variabel dependen. Sedangkan 55,8 
persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan. 
        Putra (2012) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari 
Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Makassar, Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel pendapatan keluarga bukanlah faktor yang 
mempengaruhi lama mencari kerja. Variabel pengalaman kerja, jenis kelamin, 
dan jenis sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap lama 
mencari kerja. Sedangkan tingkat pendidikan, umur, dan status dalam rumah 
tangga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lama mencari kerja. 
 
2.3   Kerangka Pikir  
        Pengangguran terdidik merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami 
hampir seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan 
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indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhinya seperti upah minimum, non 
labor income dan mutu sumber daya manusia. Dimana mutu sumber daya 
manusia yang dilihat dari tingkat pendidikan diharapkan dapat melahirkan 
sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat memperoleh pekerjaan 
sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya.  
        Semakin tinggi kualitas seseorang maka akan semakin besar 
kontribusinya bagi perusahaan, sehingga upah yang diterima juga semakin 
besar. Selain itu perbedaan wilayah atau daerah pun menjadi penyebab 
perbedaan tingkat upah. Wilayah yang mempunyai pendapatan daerah yang 
tinggi tentu akan menciptakan efek pendapatan bagi tenaga kerja karena 
banyaknya perusahaan yang berkembang di daerah tersebut.  
       Non labor income juga salah satu pengaruh dari pengangguran terdidik 
artinya pendapatan yang di peroleh dengan tidak bekerja (non labor income) 
yang relatif tinggi penganggur akan merasa bahwa kebutuhan hidupnya akan 
barang dan jasa sudah tercukupi, sehingga mereka memilih untuk tidak kerja 
dan memiliki waktu luang (leisure time) yang banyak menikmati pendapatannya 
yang diperoleh dari tidak bekerja walaupun mereka dari latar belakang tamatan 
pendidikan yang tinggi. 
                  Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang mempengaruhi pengangguran 
terdidik di Sulawesi Selatan adalah upah minimum, non labor income dan mutu 
sumber daya manusia. Dari uraian diatas yang telah dijelaskan, maka dapat 


















        Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada diarahkan untuk 
menunjuk pada dugaan sementara yaitu: 
1. Diduga bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. 
2. Diduga bahwa non labor income berpengaruh positif terhadap tingkat 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. 
3. Diduga bahwa mutu sumber daya manusia berpengaruh negatif 
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3.1   Jenis Penelitian dan Sumber Data 
       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
dengan menggunakan data time series yang merupakan data selama periode 
10 tahun (2003-2012). Dalam hal ini sumber data yang digunakan yaitu data 
tingkat pendidikan yang tamat pendidikan tinggi diploma ke atas, penduduk 
umur 20 tahun ke atas, tingkat upah minimum yang diterima oleh tenaga kerja, 
PDRB perkapita, pendapatan pekerja dan pengangguran berdasarkan 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan.  
 
3.2   Metode Pengumpulan Data 
        Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset 
kepustakaan (library research) dan riset lapangan (field research). Riset 
kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan 
penulisan penelitian ini melalui literatur atau atau referensi kepustakaan. 
Seperti perpustakaan, Badan Pusat Statistik, jurnal, browsing internet serta 
berbagai sumber penerbitan seperti buku-buku ekonomi yang ada 
hubungannya dengan penelitian ini. Sedangkan riset lapangan, pengumpulan 
data dan informasi secara langsung diperoleh melalui instansi dan lembaga 




3.3   Metode Analisis 
        Metode yang digunakan untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan 
hubungan antara upah minimum, non labor income dan mutu sumber daya 
manusia dengan tingkat pengangguran terdidik didasarkan analisa regresi 
berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap 
perubahan suatu variabel untuk menguji model tingkat pengangguran terdidik di 
Sulawesi Selatan. Untuk menyederhanakan perhitungan dengan menggunakan 
metode ekonometrika, maka variabel terikat merupakan tingkat pengangguran 
terdidik dengan lambang (Y). Variabel bebas adalah Upah Minimum (X1), Non 
Labor Income  (X2), Mutu Sumber Daya Manusia (X3). Selanjutnya akan di 
analisis dengan cara sebagai berikut : 
Y= f ( X1, X2, X3)      ……….....................……………… (3.1) 
Maka : 
   =      
     
          ……………………………………..(3.2) 
 Y = ln  +      +  ln  +    +µ……………………(3.3) 
Dimana : 
Y  = Tingkat Pengangguran Terdidik dalam satuan % 
X1          = Upah Minimum dalam satuan rupiah 
X2  = Non Labor Income dalam satuan rupiah 
X3  = Mutu Sumber Daya Manusia dalam satuan % 
β0β1β2β3= Parameter atau koefisien regresi 
µ = error term 
    Selanjutnya untuk menguji tingkat singnifikan dari variabel independen terhadap 
variabel dependen, maka digunakan berbagai ujian statistik diantaranya. 
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3.4   Penguvjian Hipotesis 
3.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R-Square/ R2)  
        Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh 
variabel-variabel independen (upah minimum, non labor income dan mutu 
sumber daya manusia) secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan 
mengenai variabel dependen (pengangguran terdidik). 
 
3.4.2   Uji Validitas Model (F-Test/Uji F)  
              
         Pada analisis struktural, uji F dipakai untuk menguji apakah model regresi 
yang digunakan sudah layak (valid) atau tidak. Jika Fhitung lebih besar dari Ftabel, 
maka model tersebut valid, sebaliknya jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka 
model tersebut tidak valid, jika valid, maka model tersebut dapat dijadikan 
model analisis struktural, demikian sebaliknya, jika tidak valid maka tidak dapat 
dijadikan model analisis struktural. 
 
3.4.3 Uji Analisis Struktural (T-Test) 
        Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah 
masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi 
pada variabel dependen secara nyata.  
     Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai t-hitung yang 
didapat dari tabel coefficient dengan tingkat kesalahan sebesar 10% (a=0,10) 
dan derajat kebebasan atau degree of freedom (df) sebesar (n-k) dengan 
ketentuan pengambilan keputusan Jika t-hitung < t-tabel maka H0 diterima dan 
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Ha ditolak (tidak signifikan). Jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan Ha 
diterima.(signifikan). 
 
3.5   Definisi Operasional 
           Untuk pembahasan lebih lanjut, penulis memberikan batasan variabel-
variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain: 
1. Tingkat Pengangguran Terdidik 
         Tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja 
yang tamat pendidikan diploma ke atas (sebagai kelompok terdidik) 
terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut dimana pada 
tahun 2003-2012 yang diukur dalam satuan %. 
2. Upah Minimum  
         Berdasarkan tingkat upah pekerja yang disepakati oleh pemerintah, 
pengusaha dan pekerja melalui serikat pekerja yang di tentukan tiap 
tahun. Diambil dari data upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dimana 
pada tahun 2003-2012 dalam satuan rupiah. 
3. Non Labor Income  
       Non Labor Income adalah pendapatan bukan karena bekerja yang 
diperoleh dari keluarga atau warisan, yang akan diukur dengan diproksi 
menggunakan selisih antara pendapatan per kapita dengan pendapatan 





4. Mutu Sumber Daya Manusia 
          Mutu sumber daya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan, 
proporsi penduduk yang tamat pendidikan tinggi, diploma ke atas 
terhadap jumlah penduduk umur 20 tahun ke atas dimana pada tahun 


















HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1     Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Perkembangan Pengangguran Terdidik di Sulawesi Selatan 
        Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar dan sebagai pusat 
pengembangan dan pelayanan pembangunan di wilayah Kawasan Timur 
Indonesia terletak antara 0012‟ – 80 Lintang Selatan dan 116048‟ – 122036‟ 
Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Tengah 
2. Sebelah Timur : Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara 
3. Sebelah Selatan : Laut Flores 
4. Sebelah Barat : Selat Makassar 
         Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 6.236.171 km persegi 
yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota yang terdiri dari 275 kecamatan. 
Secara geografis provinsi Sulawesi Selatan membujur dari Selatan ke utara 
dengan panjang garis pantai mencapai 2500 m. Jumlah penduduk berdasarkan 
data statistik dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan jumlah penduduk yang 
terdaftar sebanyak 8.034.776 jiwa. 
          Kemajuan perekonomian negara yang diukur dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi (GDP) telah menunjukkan bahwa pengangguran tetap, 
menjadi ancaman terbesar. Hal ini pernah diduga oleh Standing (1978; 
124) bahwa sebab dari pengangguran adalah perubahan struktur industri, 
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ketidakcocokan keterampilan, ketidakcocokan geografis, pergeseran 
demografis, kekakuan institusi, tidak bisa dipekerjakan, dan pengangguran oleh 
adanya restrukturalisasi kapital.  
        Hampir sama semua ahli ekonomi menduga bahwa pengangguran banyak 
dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi seperti tingkat penanaman modal, 
tingkat permintaan, dan tingkat upah yang ada. Sedangkan ahli sosial 
mempunyai dugaan bahwa disamping variabel-variabel ekonomi, ada variabel-
variabel sosial yang mempengaruhi tingkat pengangguran.salah satu variabel 
non ekonomi yang menjadi perhatian ahli sosial adalah pendidikan. Jumlah 
tamatan pendidikan atau jenis pendidikan diduga bisa mempengaruhi 
keengganan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu. 
         Pengangguran terdidik salah satu masalah di Sulawesi Selatan, yang 
menjadi masalah serius adalah bagaimana pengangguran yang ada ini bukan 
cuma pengangguran yang memang tidak lanjut sekolah karena ketiadaan biaya 
tapi yang memprihatinkan adalah mereka yang tidak bekerja tetapi latar 
belakang pendidikan mereka tinggi atau lulusan akademi atau universitas. 
Pertumbuhan pengangguran terdidik yang mengalami fluktuasi akibat dari 
semakin banyaknya lulusan para perguruan tinggi yang belum mendapatkan 
kesempatan kerja. Para lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan mampu 
meminimalisir pengangguran di Sulawesi Selatan juga tidak mampu terserap ke 







          Tabel 4.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terdidik di Sulawesi 
Selatan periode 2003-2012 
   Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah 
        Berdasarkan Tabel 4.1 perkembangan tingkat pengangguran terdidik di 
Sulawesi Selatan dari tahun 2003 sampai 2007 mengalami peningkatan terus 
menus dan mencapai puncaknya pada tahun 2007 yaitu 11,25 % dengan 
peningkatan dari tahun 2003 sampai 2007 2,47. Peningkatan pengangguran 
terdidik pada tahun 2003-2007 disebabkan semakin banyaknya lulusan tamatan 
pendidikan tinggi diploma dan sarjana yang belum terserap oleh lapangan 
pekerjaan yang ada. 
        Tingkat Pengangguran terdidik pada tahun 2007 sampai 2012 mengalami 
penurunan secara terus menerus, dimana pada tahun 2007 tingkat 
pengangguran terdidik mencapai 11,25 kemudian pada tahun 2012 menurun 
menjadi 5,87. Ini berarti dari tahun 2007 sampai 2012  tamatan perguruan tinggi 
diploma ke atas banyak terserap lapangan pekerjaan dan pemerintah berhasil 
untuk menurunkan tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan dengan 









2003 299.895 3.412.968 8.78 
2004 339.658 3.521.854 9.64 
2005 362.589 3.652.147 9.92 
2006 371.243 3.698.547 10.03 
2007 372.714 3.312.177 11.25 
2008 311.768 3.447.879 9,04 
2009 314.664 3.536.920 8,90 
2010 298.952 3.571.317 8,37 
2011 236.926 3.612.424 6,56 
2012 208.983 3.560.891 5,87 
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4.1.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 
2003-2012 
      Upah merupakan perolehan jasa yang diterima karyawan atas hasil  
kerjanya. Sejak bergulirnya era tahun 1980-an, pola hubungan industrial telah 
mengalami perubahan yang memungkainkan bagi para pekerja untuk 
memperjuangkan berbagai hak, Kebebasan untuk menyuarakan berbagai 
keluhan seperti kondisi kesehatan, keselamatan kerja perlakuan yang tidak 
adil dan peningkatan kesejahteraan termasuk penentuan upah minimum.            
       Upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh 
para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada 
pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. 
Pemerintah mengatur pengupahan melalui melalui Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. 
         Peningkatan upah minimum sebenarnya dapat mempengaruhi tamatan 
perguruan tinggi yang lulus untuk masuk di pasar tenaga kerja, sehingga 
jumlah angkatan kerja pada kelompok tersebut semakin meingkat dan dengan 
sendirinya akan meningkatkan jumlah TPAK, namun peningkatan TPAK yang 
diakibatkan dari peningkatan upah minimum yang terlalu cepat dan tinggi 
yang tidak diikuti dengan laju pertumbuhan lapangan kerja maka akan 








Tabel 4.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi 
Selatan 2003-2012 
TAHUN UPAH MINIMUM PROVINSI (Rp) PERTUMBUHAN (%) 
2003 375000 - 
2004 415000 10,67 
2005 455000 9,63 
2006 510000 12,08 
2007 612000 20 
2008 679200 10,98 
2009 950000 39,87 
2010 1000000 5,26 
2011 1100000 10 
2012 1200000 9,09 
        Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah 
      Pada tabel 4.2 di atas dapat kita lihat tingkat upah minimum Provinsi  
Sulawesi  Selatan selama tahun 2003 sampai 2012 mengalami kenaikan terus 
menerus dari tahun ketahun. Dimana pada tahun 2003 upah minimum di 
Sulawesi Selatan sebesar Rp375.000,- perbulan, kemudian pada tahun 2004 
upah minimum sulawesi selatan sebesar Rp415.000,- perbulan atau naik 
sekitar 10,67%.  Dan pada tahun 2006-2007 mengalami kenaikan dimana 
upah minimum pada saat 2006 sebesar Rp510.000,- sedangkan pada tahun 
2007 upah minimum sebesar Rp612.000,- yang berarti naik sekitar 20%. Pada 
tahun 2010 upah minimum naik sebesar Rp1.000.000,- sampai dengan tahun 




4.1.3 Perkembangan Non Labor Income di Sulawesi Selatan tahun 
2003-2004 
      Non labor income merupakan pendapatan bukan tenaga kerja, 
pendapatan ini diperoleh bukan karena bekerja. pendapatan yang di peroleh 
dengan tidak bekerja (non labor income) yang besar penganggur akan 
merasa bahwa kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa sudah tercukupi. 
Sehingga mereka memilih untuk tidak kerja dan memiliki waktu luang (leisure 
time) yang banyak menikmati pendapatannya yang diperoleh dari tidak 
bekerja walaupun mereka dari latar belakang pendidikan yang tinggi.  
        Semakin besar pendapatan seseorang yang diperoleh dari orang tua 
atau keluarganya semakin memilih waktu luangnya (leisure time) dibanding 
bekerja, non labor income yang tinggi ini berarti semakin kaya rumah tangga 
semakin memilih milih pekerjaan. Non labor income salah satu faktor 
pengangguran terdidk meningkat, dimana lulusan tamatan perguruan tinggi 
yang memiliki pendapatan yang diperoleh dari tidak bekerja lebih besar 
dibanding upah yang ditawarkan perusahaan para tamatan perguruan tinggi 
ini lebih memilih menganggur dari pada bekerja. 
        Pada Tabel 4.3 dapat kita lihat non labor income di Sulawesi Selatan ini 
di peroleh dari pendapatan perkapita selisih antara pendapatan pekerja di 
Sulawesi Selatan. Non labor income dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, 
dimana pada tahun 2003 non labor income sebesar Rp1.498.785 kemudian 
pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar Rp1.066.999.  
       Pada tahun 2008 mengalami kenaikan sangat signifikan yaitu sebesar 
Rp2.758.367 dengan pertumbuhan sebesar 66.96% dan pada tahun 2010 
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kembali mengalami penurunan sebesar Rp2.669.010. pada tahun 2011 
mengalami kenaikan non labor income Rp3.729.030 tahun 2011 ini non labor 
income yang paling besar dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan dari 
2010 ke 2011 sebesar 39.71% berarti seseorang yang memperoleh 
pendapatan dari tidak bekerja yang diberikan orang tua atau keluarga lebih 
memilih menganggur, kemudian pada tahun 2012 non labor income 
mengalami penurunan sebesar Rp2.982.997. 
Tabel 4.3 Perkembangan Non Labor Income di Sulawesi Selatan tahun    
2003-2012 
TAHUN NON LABOR INCOME PERTUMBUHAN (%) 
2003 Rp. 1.498.785 - 
2004 Rp. 1.066.999 -28.8 
2005 Rp. 1.435.137 34.5 
2006 Rp. 1.862.346 29.76 
2007 Rp. 1.652.055 -11.29 
2008 Rp 2.758.367 66.96 
2009 Rp 1.167.364 -57.67 
2010 Rp. 2.669.010 128.6 
2011 Rp. 3.729.030 39.71 
2012 Rp. 2.982.997 -20.06 
 Sumber: BPS Prov Sulawesi Selatan, data diolah 
 
4.1.4 Perkembangan Mutu Sumber Daya Manuisa di Sulawesi Selatan 
periode 2003-2012 
         Mutu sumber daya manusia (SDM) sudah diyakini sebagai kata kunci 
berhasil tidaknya suatu pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas 
merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia 
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merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya 
pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar 
mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, 
professional dan mampu memenfaatkan,mengembangkan serta menguasai 
ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan 
pembangunan nasional.  
        Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula 
kualitas sumberdaya manusianya, sehingga hal ini akan berimplikasi pada 
semakin majunya perkembangan bangsa dan negara. Salah satu faktor penting 
yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah 
kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan 
kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam 
negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat 
ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan 
yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga 
kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat 
pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan diploma dan sarjana. 
      Pada tabel 4.4 mutu sumber daya manusia (SDM) yang di lihat dari tingkat 
pendidikan, pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 5,23% tahun 
berikutnya pada tahun 2006 meningkat mutu SDM menjadi 5,31 % tetapi 
keadaan mutu SDM menurun pada tahun 2007 5,10 % keadaan ini fluktuatif 
dikarenakan pemerintah tidak mampu mengupayakan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan dan juga bagi penduduk tamatan diploma dan sarjana 
kualitasnya masih kurang sehingga mutu sumber daya manusia yang ada di 
Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif pada tahun 2003-2007.  
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        Di tahun 2007 sampai 2012 mutu SDM mengalami peningkatan secara 
terus menerus sampai pada tahun 2012 mutu SDM mencapai 8,44% ini 
berarti keberhasilan pemerintah daerah meningkatkan mutu SDM dari tahun 
2003 mutu SDM yang relatif rendah menjadi meningkat sampai tahun 2012 
yang mengalami peningkatan.           
         Upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dari tingkat 
pendidikan terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Cara yang dilakukan di antaranya dengan mengembangkan akses 
terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana 
pendidikan, memperbaiki kurikulum, meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme tenaga pendidik. Ini diharapkan pemerintah agar tamatan 
pendidikan tinggi nantinya memiliki mutu SDM yang tinggi agar dapat bersaing 
didunia kerja nanti sehingga meminimalisir angka pengangguran yang ada di 
daerah tersebut. 
Tabel 4.4 Perkembangan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulawesi 




DIPLOMA KE ATAS 
PENDUDUK 




2003 396.927 731.853 5,42 
2004 397.789 748.253 5,31 
2005 377.989 721.564 5,23 
2006 388.029 729.995 5,31 
2007 347.127 680.24 5,10 
2008 351.263 640.105 5,48 
2009 372.597 613.004 6,07 
2010 432.281 625.762 6,98 
2011 440.478 624.658 7,05 
2012 546.469 647.256 8,44 
          Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah 
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4.2 Hasil Estimasi Analisis Faktor-Faktor Penentu Pengangguran 
Terdidik di Sulawesi Selatan 
       Faktor-faktor penentu pengangguran terdidik dalam penelitian ini adalah 
upah minimum, non labor income dan mutu sumber daya manusia. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 
ekonometrika dengan metode kuantitatif mengunakan pemodelan regresi 
linear berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan 
hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dengan menggunakan data time series selama periode tahun 
2003-2012 dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Perhitungan data 
dalam penelitian ini menggunakan program EViews 7.0 yang membantu 
dalam pengujian model, mencari nilai koefisien dari tiap-tiap variabel, serta 
pengujian hipotesis secara parsial maupun bersama-sama. 
Tabel 4.5 Hasil Analisis Faktor-Faktor Penentu Pengangguran Terdidik 
Variabel Koefisien t-statistik Sig. 




























R2 (R-Squared) = 0.976896 




Prob(F-statistik) = 0.000027 
n = 10   
  
  
Sumber: Data Sekunder, diolah 
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 Signifikan pada α: 10%  
Berdasarkan hasil perhitungan regresi antara upah minimum, non labor 
income dan mutu sumber daya manusia dengan tingkat pengangguran 
terdidik (Y). diperoleh nilai R2 = 0.976896  menandakan bahwa variasi dari 
perubahan tingkat pengangguran terdidik (Y) mampu dijelaskan secara 
serentak oleh upah minimum, non labor income dan mutu sumber daya 
manusia sebesar 97,6 persen sedangkan sisanya 2,4 persen dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model. 
Pada analisis struktural, uji F dipakai untuk menguji apakah model 
regresi yang digunakan sudah layak (valid) atau tidak untuk membuktikan 
apakah variabel independen ( upah minimum, non labor income dan mutu 
sumber daya manusia) secara simultan mempunyai pengaruh yang 
signifikan baik positif maupun negatif terhadap variabel dependennya 
(tingkat pengangguran terdidik). 
          Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam 
model dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya 
menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam 
model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Pengaruh upah minimum (  ), non labor income (  ) dan mutu 
sumber daya manusia (  ) terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di 
Sulawesi Selatan dengan menggunakan taraf keyakinan 90% (α=0,10) 
degree of freedom (df1 = k-1 = 4-1 = 3) dan degree of freedom (df2 = n-k = 
10-4 = 6) diperoleh  F-Tabel sebesar 3.29. 
Dari hasil regresi diperoleh F-statistik sebesar 84.56459 maka F-
statistik > F-tabel (84.56459 > 3.29). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel 
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independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
dependen.  
         Uji t bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel 
independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang 
digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan 
berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t-statistik lebih > nilai t-
tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih 
kecil dari nilai alpha (α) 1%, 5%, atau 10%. 
           Pengaruh upah minimum (  ), non labor income (  ) dan mutu 
sumber daya manusia (  ) terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di 
Sulawesi Selatan periode 2003-2012 dengan menggunakan taraf keyakinan 
90% (α = 0,10) dan degree of freedom (df = n-k = 10-4 = 6), maka diperoleh 
t-tabel sebesar 1.440. 
Pada variabel upah minimum pengaruhnya dengan tingkat 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan dimana t-hitungnya 2.442249 
memperlihatkan nilai  t-hitung lebih besar dari t tabelnya  (2.442249 > 
1.440) dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0503 (α = 0,10) sehingga 
variabel upah minimum dinyatakan signifikan dan berpengaruh positif.  
Kemudian pada variabel non labor income pengaruhnya dengan  
tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan dimana t-hitungnya 
1.801716 memperlihatkan nilai  t-hitung lebih besar dari t-tabelnya  
(1.801716 > 1.440) tetapi nilai probabilitasnya sebesar 0.1217 (α = 0,10) 
sehingga variabel non labor income dinyatakan tidak signifikan dan 
berpengaruh positif.  
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Selanjutnya pada variabel mutu sumber daya manusia pengaruhnya 
dengan tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan dimana t-
hitungnya -5.290546 memperlihatkan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabelnya 
(-5.290546 > 1.440) dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0018 (α = 0,10) 
sehingga variabel mutu sumber daya manusia dinyatakan signifikan dan 
berpengaruh negatif. 
 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis 
         Dalam regresi pengaruh upah minimum, non labor income dan mutu 
sumber daya manusia terhadap tingkat pengangguran terdidik dengan 
menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), diperoleh nilai 
koefisien regresi untuk setiap variabel dalam penelitian dengan persamaan 
sebagai berikut: 
LnY = Ln -25.05976 + 1.669661 LnX1 + 1.061028 LnX2  - 0.7223   
 Signifikan pada α: 10%  
      Dari hasil tabel regresi diperoleh nilai konstanta sebesar -25.05976  , 
artinya apabila tidak ada pengaruh dari seluruh variabel independen yaitu 
upah minimum, non labor income dan mutu sumber daya manusia yang 
digunakan maka pertumbuhan pengangguran terdidik naik sebesar 25.05976 
persen. Sementara itu, R2 sebesar 0.976896, yang berarti 97,6 persen 
variabel dependen mampu dapat diterangkan oleh model yang digunakan, 
sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar estimasi model. 
      Interpretasi hasil regresi pengaruh upah minimum, non labor income dan 




4.3.1 Pengaruh Upah Minimum (X1) terhadap Tingkat Pengangguran 
Terdidik (Y)  
       Dari hasil regresi pada tabel 4.5 ( halaman 4.4) menunjukkan bahwa 
upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan, hal ini terlihat pada 
probabilitasnya yaitu sebesar  0.0503 dan nilai koefisien X1 sebesar 
1.669661 dengan demikian hipotesis terbukti. 
        Artinya setiap kenaikan sebesar 1% upah minimum maka akan 
mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terdidik sebesar  1.669661. 
Sebaliknya apabila upah minimum turun sebesar 1% maka akan 
mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi 
Selatan sebesar 1.669661. 
        Dalam hasil regresi bahwa adanya kenaikan upah minimum akan 
menaikkan tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan, hal ini 
mendorong peningkatan tingkat pengangguran terdidik apabila upah 
minimum dinaikkan. Hal ini konsisten dengan teori, menurut Sukirno (2003) 
karena untuk mengurangi karyawan oleh pabrik apabila harus menambah 
tingkat Upah, dengan adanya peningkatan upah dalam hal ini UMP, maka 
akan menambah biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja dapat dikurangi 
dengan mengurangi tenaga kerja dengan adanya efisiensi.                 
         Demikian pula beberapa tenaga terdidik dikurangi pula, maka jumlah 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan meningkat. Hal ini diakibatkan 
kenaikan upah akibat akumulasi kenaikan UMP menjadikan penambahan 
biaya perusahaan, di mana penambahan biaya ini ditekan dengan cara 
mengurangi biaya dengan mengurangi tenaga kerja. Kenaikan UMP yang 
tidak dikuti dengan peningkatan produksi ataupun produktivitas tenaga kerja 
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justru akan menambah beban perusahaan, terutama beban pembayaran 
upah dan gaji. Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran, apabila 
penawaran naik, permintaan tetap maka harga akan turun demikianlah upah. 
Apabila upah tetap tenaga kerja naik dan lapangan kerja tetap, sedangkan 
penawaran bertambah maka akan mengurangi kesempatan orang atau 
tanaga kerja terdidik untuk mendapatkan pekerjaan. 
        Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Yos Merizal (2008) 
yang meneliti tentang analisis pengaruh pendidikan, UMK dan kesempatan 
kerja terhadap pengangguran terdidik di Semarang menemukan bahwa 
selama periode 1991-2006 variabel upah minimum berpengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap variabel pengangguran terdidik di Semarang. 
 
4.3.2 Pengaruh Non Labor Income (X2) terhadap Tingkat 
Pengangguran Terdidik (Y) 
       Dari hasil regresi pada tabel 4.5 (halaman 44) menunjukkan bahwa non 
labor income memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan, hal ini terlihat pada 
probabilitasnya yaitu sebesar  0.1217 dan nilai koefisien X2 sebesar  
1.061028.  Sebelumnya diduga pendapatan yang diperoleh dari orang tua 
atau keluarga(non labor income) yang besar akan meningkatkan tingkat 
pengangguran terdidik namun dari hasil penelitian non labor income tidak 
signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan.  
        Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori non labor income menurut 
Mcconnell (1995), non labor income adalah pendapatan yang diperoleh 
bukan karena bekerja, pendapatan ini diperoleh dari orang tua, keluarga 
atau warisan. Semakin besar non labor income tamatan perguruan tinggi 
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dalam hal ini pengangguran terdidik maka akan semakin memilih waktu 
luang (leisure time) dari pada bekerja atau lebih semakin memilih milih 
pekerjaan. 
      Pada faktanya non labor income tidak memiliki pengaruh pada tingkat 
pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan, karena pendapatan yang 
diperoleh dari orang tua atau keluarga yang besar tidak menjamin 
penganggur tamatan perguruan tinggi memilih menganggur, pada 
kenyataannya setiap orang memiliki kebutuhan yang banyak, setiap orang 
juga yang menjalani pendidikan sampai sarjana tujuannya adalah bisa 
memiliki pekerjaan, ketika seseorang tamatan perguruan tinggi memiliki 
kualitas dan tawaran upah yang tinggi tamatan perguruan tinggi pasti lebih 
memilih bekerja sekalipun non labor incomenya besar. Besarnya non labor 
income yang diterima seseorang bukan  menjadi alasan untuk menganggur. 
 
4.3.3 Pengaruh Mutu Sumber Daya Manusia (X3) terhadap Tingkat 
Pengangguran terdidik (Y) 
       Dari hasil regresi pada tabel 4.1 (halaman 44) menunjukkan bahwa 
mutu sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan, hal ini terlihat 
pada probabilitasnya yaitu sebesar 0.0018 dan nilai koefisien X3 sebesar -
0.7223. 
      Menurut Notoatmodjo (2005), mutu sumber daya manusia adalah 
sumber daya manusia yang memenuhi kriteria dengan memiliki pendidikan, 
keterampilan, pengetahuan yang luas serta memiliki kemampuan teknologi. 
Mutu sumber daya manusia sangat dipengaruhi dengan tingkat pendidikan, 
industri besar yang membutuhkan banyak tenaga kerja dengan tamatan 
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pendidikan tinggi dan memiliki keterampilan, maka dari itu untuk mencapai 
mutu sumber daya manusia yang tinggi pemerintah daerah meningkatkan 
fasilitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana serta 
meningkatkan tenaga pengajar. 
          Jadi dengan meningkatnya mutu sumber daya manusia pada tamatan 
perguruan tinggi maka akan memperbesar kesempatan kerja sehingga dapat 
menurunkan tingkat pengangguran terdidik. 
         Artinya setiap terjadi kenaikan sebesar 1% mutu sumber daya manusia 
maka akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran terdidik 
sebesar -0.7223%. Sebaliknya apabila mutu sumber daya manusia turun 1% 



















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, 
maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Variabel upah minimum (X1) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di Sulawesi Selatan, 
dengan demikian hipotesis terbukti. Upah minimum mengalami 
peningkatan maka tingkat pengangguran terdidik meningkat, sesuai 
dengan teori karena kenaikan upah minimum maka akan 
menambah biaya tenaga kerja bagi industri maka akan mengurangi 
karyawan apabila harus menambah tingkat upah, maka akan 
mengurangi kesempatan orang atau tanaga kerja terdidik untuk 
mendapatkan pekerjaan. 
2. Variabel non labor income (X2) berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di Sulawesi 
Selatan, Hal ini dikarenakan juga pada faktanya non labor income 
tidak memiliki pengaruh pada tingkat pengangguran terdidik di 
Sulawesi Selatan, karena pendapatan yang diperoleh dari orang tua 
atau keluarga yang besar tidak menjamin tamatan pengangguran 
terdidik memilih menganggur, pada kenyataannya setiap orang 
memiliki kebutuhan yang banyak setiap orang yang menjalani 
sekolah sampai sarjana tujuannya adalah bisa memiliki pekerjaan. 
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3. Variabel mutu sumber daya manusia (X3) berpengaruh signifikan 
dan arahnya negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di 
Sulawesi Selatan. Dengan meningkatnya mutu sumber daya 
manusia maka akan menurunkan tingkat pengangguran terdidik, 
karena mutu sumber daya manusia yang dimiliki tamatan perguruan 
tinggi dengan keterampilan, pengetahuan dan teknologi yang 
mereka miliki maka kesempatan kerja bagi penganggur terdidik 
sangat besar terserap di industri - industri besar. 
4. Variabel independen yaitu upah minimum, non labor income dan 
mutu sumber daya manusia secara bersama-sama mampu 
menjelaskan variasi variabel dependen atau tingkat pengangguran 
terdidik sebesar 97,6 persen sedangkan sisanya 2,4 persen 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam estimasi.  
5. Secara simultan upah minimum, non labor income dan mutu 
sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. Dengan kata 
lain, variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 












       Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menekan tingkat pengangguran terdidik disarankan bagi 
pemerintah lebih meningkatkan lapangan kerja bagi penganggur 
terdidik dan juga pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan 
bagi pencari kerja memiliki kualitas dan skill serta menguasi 
teknologi. 
2. Perlu menanamkan jiwa kewirausahaan bagi kelompok pencari 
kerja dengan pendidikan tinggi agar pengangguran terdidik dapat 
memberikan solusi dalam menciptakan pekerjaan. Karenanya, 
pencari kerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi 
dituntut untuk lebih kreatif dan innovatif. 
3. Meningkatkatnya mutu sumber daya manusia akan menurunkan 
tingkat pengangguran terdidik, diharapkan dengan ditingkatkan 
fasilitas teknologi dan infrastruktur pendukung yang memadai bagi 
pelajar maupun mahasiswa dapat meningkatkan mutu sumber daya 
manusia, hal ini membuktikan bahwa semakin terserap penganggur 
terdidik didunia kerja dengan mempunyai kualitas yang tinggi. 
4. Pemerintah juga lebih memperhatikan masalah pengangguran 
terdidik di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Pemerintah 
perlu membangun suatu sistem yang mengelola seluruh informasi 
pasar kerja. Pemerintah harusnya bias menciptakan pendidikan 
alternatif untuk membuka dan menambah ilmu pengetahuan para 
pencari kerja agar bias bersaing dalam pasar kerja.  
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5. Bagi penelitian selanjutnya dengan masalah pengangguran terdidik 
disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan 
memasukkan variabel independen lainnya. Serta memperpanjang 
periode penelitian dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat 
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2003 299.895 3.412.968 8.78 
2004 339.658 3.521.854 9.64 
2005 362.589 3.652.147 9.92 
2006 371.243 3.698.547 10.03 
2007 372.714 3.312.177 11.25 
2008 311.768 3.447.879 9,04 
2009 314.664 3.536.920 8,90 
2010 298.952 3.571.317 8,37 
2011 236.926 3.612.424 6,56 
2012 208.983 3.560.891 5,87 
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah 
Tabel 2: Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2012 
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 
TAHUN UPAH MINIMUM PROVINSI (Rp) PERTUMBUHAN (%) 
2003 375000 - 
2004 415000 10,67 
2005 455000 9,63 
2006 510000 12,08 
2007 612000 20 
2008 679200 10,98 
2009 950000 39,87 
2010 1000000 5,26 
2011 1100000 10 
2012 1200000 9,09 
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NON LABOR INCOME 
2003 5.998.785 4.500.000 Rp. 1.498.785 
2004 6.046.999 4.980.000 Rp. 1.066.999 
2005 6.895.137 5.460.000 Rp. 1.435.137 
2006 7.982.346 6.120.000 Rp. 1.862.346 
2007 8.996.055 7.344.000 Rp. 1.652.055 
2008 10.908.767 8.150.000 Rp 2.758.367 
2009 12.567.364 11.400.000 Rp 1.167.364 
2010 14.669.010 12.000.000 Rp. 2.669.010 
2011 16.929.030 13.200.000 Rp. 3.729.030 
2012 17.382.997 14.400.000 Rp. 2.982.997 
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 





DIPLOMA KE ATAS 
PENDUDUK UMUR 20 
TAHUN > 
MUTU SDM (%) 
2003 396.927 731.853 5,42 
2004 397.789 748.253 5,31 
2005 377.989 721.564 5,23 
2006 388.029 729.995 5,31 
2007 347.127 680.24 5,10 
2008 351.263 640.105 5,48 
2009 372.597 613.004 6,07 
2010 432.281 625.762 6,98 
2011 440.478 624.658 7,05 
2012 546.469 647.256 8,44 




Hasil LN Data Upah Minimum (X1), Non Labor Income (X2),  Mutu Sumber 
Daya Manusia (X3) dan Tingkat Pengangguran Terdidik Tahun 2003-2012 
TAHUN Y X1 X2 X3 
2003 8.78 13.56062 14.45672 5.42 
2004 9.64 13.8004 14.75825 5.31 
2005 9.92 13.65886 14.70551 5.23 
2006 10.03 13.81551 14.86715 5.31 
2007 11.25 14.15198 15.1108 5.1 
2008 9.04 13.42867 14.83015 5.48 
2009 8.9 13.76422 14.67729 6.07 
2010 8.37 13.81551 14.79722 6.98 
2011 6.56 13.21767 13.84413 7.05 






Hasil Pengujian dengan Menggunakan EViews 7.0 untuk                          
Pengaruh Upah Minimum (X1), Non Labor Income (X2) dan Mutu Sumber 
Daya Manusia (X3)  terhadap Pengangguran Terdidik (Y) 
 
Dependent Variable: Y1   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/14   Time: 15:33   
Sample: 2003 2012   
Included observations: 10   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     
C -25.05976 6.728094 -3.724645 0.0098 
X1 1.669661 0.683657 2.442249 0.0503 
X2 1.061028 0.588899 1.801716 0.1217 
X3 -0.7223 0.136527 -5.290546 0.0018 
     
     
R-squared 0.976896 Mean dependent var 8.836 
Adjusted R-squared 0.965344 S.D. dependent var 1.609618 
S.E. of regression 0.299649 Akaike info criterion 0.716767 
Sum squared resid 0.299649 Schwarz criterion 0.837801 
Log likelihood 0.416165 Hannan-Quinn criter. 0.583993 
F-statistic 84.56459 Durbin-Watson stat 1.435326 
Prob(F-statistic) 0.000027    
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